
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOiIOR 17 TAHUN 2O{O

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL

PROVINSI SUNMTERA UTARA

DENGAN RAHIUAT TUHAN YANG II'IAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor I Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan
bahwa Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing jabatan
struktural pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, akan diatur
dan d itetapkan berdasarkan Peratu ran Gubernu r;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kgrja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara,;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1 103);

Undang-Undang Nomor 4g Tahun 1999 pengganti Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik lndonesia Nornor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3890) ;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1961 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2273);

Undang-Undang Nomor 22Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 623);
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosiai {Lembaran Negai"a Republik lndonesia
Tahun tg74 Nomar'5.3 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
l-iomor 3C39i;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2AA7 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang {Lembaran l'.iegara Republik indonesia Tahun
1958 Ncmor 2A07 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nonror 47ZAi;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Repbulik lndanesia Tahun 1997 Nomar 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3698);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1g7g tentang Kesejahteraan Anak
(Lembai'an Negara Republik Indanesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndsnesia Nemar 3143);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
{Lembaran Negara Repubiik incjonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3670j;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA2 Tentang Perlindungan Anak
{Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 20A2 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42.35);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA4 Tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2AA4 }.lomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik In,Jonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kaii ierakhii' dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor' 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
l-.-lr.-.+nin trl^#-^-r -4anA \.it iuL.'t tgDla tratJi i i.Ji -u.t-i f r

13.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nsmcr '126, Tambahan Lembaran Negara
Republik fndonesia Nomor aa38);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A07 Tentang Penanggulangan Bencana
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA7 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4458);

15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4967.t'

16. Peraturan



16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Provinsi {Lembaran Negara Republik indonesla Tahun ig50 Nomor 5g);

lT.Feratui'an Pen''ierintah Noinor 32 Tahun ig59 Tentang Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan
Lembai^an Negara Republik Indonesia Nomar 178g);

i 8. Peratu;-an Pemerintah i'iomo;' 29 Tahun '1980 teniang Peiaksanaan
Pengumpulan Sumbangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3175);

19. Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Strukural {l-embaran Nlgara-Republik lndonesia Tahun
2000 Nomar 197, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
Anl a-vtL, r

20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Peiaksanaan Dekonsentrasi dan
tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1928
i-iomor 203, Tambahan Lembai"ai': i'Jegara Repubiik ii'idcnesia Nornor a12fi;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nqmor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor A1Ail;

22.Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara {Lembaran Negai'a Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578)',

23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian Urusan
Pemei'intahan antara Pemei'intah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
KabupatenlKota ilembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ag7 Nomor
82, Tambahan Lembai'an Negara Republik indonesia i-Jomcr 4737';;

24.?eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7 tentang Organisasi Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2AA7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Ncmor 4741);

25. Peraturan Daerah Nomar 5 Tahun 2AA4 tentang Urusan Pencegahan dan
Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbui^uk Bagi Anak
{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utar'a Nomor 18 Seri E, Tambahan
Lembai'an Daerah l'-icmar 12) ;

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AA4 tentang Penghapusan Perdagangan
atau Trafiking Perempuan cian Anak ilembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 10 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
I l+nr-- !r-!-^-:---- ,! t\
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27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200s tentang Gelandangan dan
Pengemis Lembaran Daerah Prsvinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Nomor 10 );

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pi'ovinsi Sumaiei'a Utara Tahun 2008 Nomor 6
{Lembaran Daerah Provinsi sumatera uiara Nomor 6, Tambahan
Lembaren Daerah P;^cvinsi Sunraiei'a Uiai'a i*jomor^ G) ;

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daei'ah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi
sumatera utara Tahun 2008 Ncmor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Frovinsi Sumaiei-a Uiara Nori'ror B);

30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2a1a tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembeniukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara {Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

lJlenetapkan : PER,ATURAi'{ GUB=RNUR T=I.JTANG URAiAti TUGAS, FUNGSI DAF.J

TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI
SUMATERA UTARA.

BAB I
IIETEttTt IAr-! ! !rrr rtrti\E I EI\I I LJFTIE UTYIUI!'!

Pasal 1

Dalam Peraiuran ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

b. Pemerlntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemeriniah Repubiik lndonesia Pi'ovinsi Sumaiera Utai'a ;

c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Raki;ai Daerah, menui'ut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prlnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara
Kesaiuan Repubiik lndonesia sebagaii*ai":a dimaksud daiam Ui:da;lg-Undai'ig Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Uiera sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang seianjutny-a
disebut DPRD;

e. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemeiintahan Daerah terdiii dar; Sekrelzriat Daei'ah, Sekretariat Dewan Feivvakllan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan,
Satuan, Kantor dan Runrah Sakit Eaeiah;

f, Kepala



t.

atv'

h,

Kepala Daerah adalah Gubernr:r Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu ;

Sekretar'lat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera tJtara, yang
selanjutny-a disebut Seidapi'ovsu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya
disebui Sekdaprovsu;

Otonomi Daei"eh adalah hak, wewenang dan ke'"vajiban *aerah Otononn untuk mengaiur
dan rnengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
sesuai den gan peratu i'a n pei'u ndang-u ndan ga n,

Desenir=iisasi adalah penyerahafi ",rv'ewer,aai-lg Pemei'iniah oieh Pernerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan
pemeriniahan daiam Sistem Negai'a Kesatuan Republik lndonesia;

Dekansenti'asi adaiah peiimpaha;: V"v'ewenang pemerintahan oleh Pemeriniah kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
terteniu;

Tugas Pernbantuan adalah penijgasan dari Peme;'ii'':tah |:epa,ia Daerah dan,raiau Desa
dari pemerintah provinsi kepada kabupatenikota danlatau desa serta dari pennerintah
kabupatenlkota kepada desa untuk meiaksanakan iugas tertentu;

i:i. Dinas a,iaiah Din=s Kesejahieraan dan Sosi=i Provinsi Sumatera Utara ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara,
yang seianlutnya disebui Kadis ;

Unit i--eiaksana Teknis Dinas adalah Unii Pelaksana Tei.:*is Dinas pada iingkup Dinas
Kesejahteraan dan Sosial, yang selanjutnya disingkat UPTD ;

Kepala Unit Felaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari
tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atauldan keterampilan tertentu, yang jenis dan
tugas serta personiinya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan
keientuan peraturan perundang-undagan yang bei'iaku ;

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materi,spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampli inengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya;

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan
berkelanjutan yang diiakukan Pemerintah, Pemeriniah Daerah dan Masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang
meliputi rehabilitesi sosial, ja*':inan sosiai, pemberdayaan s';siai dan perlindungan
sosial ;
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Tenaga Kesejahteraan Sosial acjalah seseorang yang dididik dan dilatih secara
profesional unti.ik meiaksanakan tugas-iugas peiayanan dan penanganan masalah
sosial daniatau sesesrang yang bekeija bair< diiembaga pemerintah maupun swasta
iiang ruang iingkup kegiatannya di bldang kesejahieiaai: sosial ;

Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga
kesejahteraan sosiai dan masyarakat yang teriibai dalam penyefeng araan kesejahteraan
sosial ;

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan scsiai yang dibentuk oleh masyarakat
baik yang berbacjan hukum maupun iiang ticiak berbadan hukum ;

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarah:at ;

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diserahkan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial ;

Pemberday*aan Sosi=i adaiah semua upeya yang diarahkan untuk menjadikan warga
negara yang mengalami masalah sssial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasai'nya ;

iaminan Saslal adai=h skema yang rneiembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak ;

Anak adalan seseorang yang beium mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang
rnasih dalam kandungan ;

bb. Anak Balita adalah seseorang yang baru berusia 1 tahun sampai 5 tahun ;

cc. A.nak Teriantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik,
meni=i dan spii'iiuei dan sosiei ;

.l.l Anak Nakal adalah anak yang berumur 6-21 tahun yang menunjukkan tingkah laku yang
menyimpang iari itorma-norma hidup masyarakat, sehingga membahayakan dirinya
sendiri, orang lain dan lingxungannya sei'ta menghambai perkembangan pribadinya 

;

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang
tidak mempunyail berdaya mencai'i r''iafFrah untuk kepei-luan pokok bagi kehidupan
sehari-hari, seda tidak mempunyai keluarga yang ciapat menjamin hidupnya ;

Penyandang cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan
meinpunyai kelainan fisik atau menial yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan
atau hambatan baginya untuk meiakukan kegiatan secara seiayaknya ;

Cacat tubuh/tuna daksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan dan atau
mengalami gangguan pada fungsi anggota tubuhnya secara tetap, sehingga
menimbulkan hambatan dalam melaksanakan fungsi sosiainya ;

AO

hh.Cacat



hh- Cacat netraltuna netara adalah seseorang yang mempunyai kelainan dan atau
mengalami gangguan pada fungsi matanya secara tetap sehingga menimbulkan
hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya ;

ii. Cacat bisu tuli/ tuna rungu wicara adalahseseorang yang mengalami gangguan pada
kemampuan berbicara/bahasa lisan dan pendengarannya secara ietap- sehingga
menimbulkan hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya ;

jj Cacat mentalltuna grahita adalah seseorang yag mengalami mental retardasi atau
lemah ingatan, serta menderita psikotik sehingga menimbulkan hambatan dalam
melaksanakan fungsi sosialnya ;

kk. Cacat bekas penderita penyakit kronis adalah seseoraRg yang mengalami ganguan
pada fisiknya {kusta) yang dinyatakan oieh dokter tidak lagi menuiarkan penyakitnya
pada orang lain ;

ll. Cacat bekas penyakit jiwa adalah seseorang yang mengalami gangguan mental karena
sebab tertentu dan dinyatakan oleh dokter telah sembuh dan tidak mengganggu atau
terganggu orang lain atas kehadirannya ;

mm. Cacat berat adalah seseorang yang mengalami ganguan pada fisik dan mental secara
tetap, sehingga segala kegiatan sehari-hari membutuhkan periotongan orang iain dalam
pemenuhan kehidupannya ;

nn. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma
kehidupan yang layak dalam masyai^akat setempat serta tidak mempunyai tempat
tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup mengembara di tempat umum ,

oo. Pengemis adalah sesesrang yang mendapatkan penghasilan melalui meminta-minta di
muka umum dengan berbagai cara dan aiasan untuk mengharapkan belas kasihan dari
orang lain ;

pp. Gelandangan dan pengemis adalah seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal
igelandangan) dan pekerjaan yang tetap serta mencari nafkah dari meminta-minta di
tempat umum ;

qq. Tuna susila adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
nilai-niiai sosial, norma-norma agama dan susila yang bertujuan untuk memperoleh
imbalan jasa 

;

rr. Bekas warga binaan pemasyarakatan adalah seorang yang telah habis masa
hukumannya dalam lembaga pemasyaraKatan namun memerlukan rehabllitasi sosial
dalam keberfungsian sosialnya ;

ss. Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang dinyatakan oleh dokter ianya
menyandang penyakit HIV/AIDS yang memerlukan bantuan dalam pengembangan
hidupnya agar masyarakat dapat menerima keberadaannya ;

tt. Eks korban penyalahangunaan NAPZA adalah seseorang yang telah sembuh dari
pemakaian NAPZA dan berkeinginan untuk hiCup wajar di dalam masyarakat ;

,,,, D-.--'.,,,!,,r,-^uu. r'('r tyurLrr tclt I



uu. Penyuluhan sosial adalah kegiatan pemberian informasi mengenai masalah
kesejahteraan sosial serta usaha-usaha mengatasinya dengan maksud untuk
mendorong agar masyar"akat berkemauan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan
usaha-usaha kesejahtei'aan scsial ;Pengumpu!an sumbangan adalah kegiatan
mengumpulkan sumbangan berupa uang atau barang yang diselenggarakan oleh, dari
dan untuk masyarakat bagi keperluan usaha kesejahteraan sosial ;

VV. Fakir nniskin adaiah orang atau keluarga i'-ang sama sekali tidak i-neinpuny'ai sumber
mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusian ;

K-.omuniias adat terpencil adalah kelompok sosia! budaya yang bersifat lokal dan
terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial,
ekonomi maupun politik;

)c{. Kesetiakawanan sosial adalah ienggang i'asa, kemampuan meneinpatkan dii-i dalam
situasi dan kesulitan orang lain serta sanggup merasakan dan menunjukan toleransi
terhadap keadaan oiang lain, reia mengului'kan tangan apabila diperlukan;

yy. Eseion adaia?, tingkatan jabatan stukrtui-ai ;

BAB II
URA|AN TUGAS DAN FUNGS|

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan
previnsi dibidang potensi sumber kesejahteraan soslal, pemberciayaan sosial, pelayanan
dan rehabilitasi sosiai, baniuan dan jaminan sosiai serta iugas pembantuan.

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perurnusan kebi.jakan teknis d' bidang potensi sumber kesejahteraan sosial,
pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial;

b. penyelenggaraan urusan pemerlntahan dan pelayanan umurn di bidang potensi
sumber kesejahteraan sosiai, pemberdayaan sosial, peiayanan dan rehabilitasi
sosial, bantuan dan jaminan sosiaf ;

e. peiaksanaan pemberian perizinan di bidang kesejahtei'aan cian sosiai;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan dan sosial ;

e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesejahtei^aan dan sosial ;

f. Pelaksanaan

(1)

(2)



f . pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
g. peiaksanaan tugas iain yang diberikan oieh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Kepala Dinas Kesejahteraan dan sosiai, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin, pegawai
di lingkungan Dinas;

b. menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas;

c. rnenyelenggarakan penetapan perencanaan cian prograrn kegiatan Dinas, sesuai
keteniuan yang beriaku ;

d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan pemberian dukungan kebijakan umum
dan kebijakan Pemerintah Daei'ah ;

e. menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas
penyeienggaraan Pemerintahan Daerah ciibidang Kesejahieraan dan Sosial ;

f. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan program Potensi sumber
kesejahteraan sosia!, Pernberdayaan Sosia!, Pelayanan dan rehabilitasi sosial,
Bantuan dan jaminan Sosial ;

g. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai
Kesejahteraan dan Sosial sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah
ciaerah ,

t *---.,^t^^ir. rrcjiiyeieuggai'akan ieiaahan siaf sebagai bahan pefimbangan pengambiian
kebijakan ;

i. rnenyelenggarakan kegiatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial
Nasional tingkat Provinsi;

j menyelenggarakan koordinasi dan kerlasama dengan instansi/lembaga terkait ;

k. menyelenggarakan pengkoci"dinasiaan penyusunan tugas-tugas teknis seria evaluasi
dan peiaporan yang meliputi keseki-eiai'iaian, Patensi sumber kesejahteraan scsial,
Peiayanan dan rehabiiitasi so-qiai, Eaniuan dan jaminan Sosiai ;

l. menyelenggarakan penetapan penyusunan Standar, norma-norma dan kriteria-
kriteria, sesuai ketentuan yang berlaki; ,

m. menyelenggarakan koordinasi kegiatan ieknis dalam i^angka penyelenggaraan
pelayanan dibiciang Kesejahieraan dan Sosiai ;

n. menyelenggarakan koordinasi kegiatan dengan dinas/lembaga kesejahteraan dan
sosial lintas Kabupaten/Kota ;

o. menyelenggarakan penetapan pembinaan iJnjt Pelaksana Teknis Dinas ;

p. menyelenggarakan tugas lain, yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya 

;

q. menyelenggarakan peneiapan penyusunan lapoi^an dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepacia Guebernur meialui Sekreiaris Daerah, sesuai
Standar yang ditetapkan ;

(4) Untuk



{4} Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1i, {2) dan ayat {3}, Kepaia Dinas Kese.lahteraan dan scsial, bantu oieh :

a. Sekretariai
b. Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
cj. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosiai;
e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial ;

f. Unit Peiaksana Teknis Dinas ;

g" Kelompok Jabatan Fungsional;

(5) Sekretariat dan Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariai dan Kepaia Sub Bidang pada BiCang;

Bagian Kedua
Sekretariat

n---t q

{1} Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
pemei'intahan dibidang administrasi umum, keuangan dan pi-ogram.

(2i Sek:'etai'iat, meny'eienggai'akan fungsi .

a. penyelenggaraan pembinaan, blmbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seki"etariat:

b. oenyelenggaraan pelaksanaan tugas iingkup Sekretariat :

c. penyeienggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
d. penyelenggaraan, pengeiolaan, penaiaan dan pengendaiian administrasi umum Dinas;
e. penirelenggat^aan, pengelolaan, penataan, pengenciaiian aset Dinas;
i. penyeienggaraan, oengeioiaan. penaiaafi, pengeneiaiian aejminisirasi kepegawaian

Dinas;

g. penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuanoan
Dinas;

h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas;

i. penyeienggaraan dan pengkoordinasian kegiatan aciminisirasi UPT Dinas.

(3) Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dai'i ara*ari kepada pegawai pada iingkup
Sekretariat;

b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas iingkup Sekretariat ;

c. menyeienggarakan penyusunan, perencanaan program kegiatan lingkup Sekretariat ;

d. menyelenggarakan
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d. menyelenggarakan pengeloiaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum,
adminisrasi pei'lengkapan dan urusan rumah tangga, adminlstrasi kepegawaian, dan
administrasi keuangan ;

e. menSteienggarakan penciaiaan, pengoiahan ciaia, anaiisis daia, penyajian ciaia, dan
penyiapan bahan, pengembangan sistem informasi potensi sumber kesejahieraan
sosial, pernberdayaan sosial. pelayanan rehabiiitasi sosial, bantuan dan jaminan scsial
serta tugas pernbantuan dibidang kesejahteraan Sasiai, sesuai Standar yang
diteiapkan ;

f. menyelenggarakan aCministrasi cerjalanan dinas pimpinan ;

g. rnenyeienggarakan pengkoordinasian aciminisirasi dan iugas{ugas, kegiaian pacia
bicang-biCang, sesuai ketentuan Peraturan yang beriaku ;

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran
belanja, bahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggai^an Sementai-a,
Rencana Kerja Anggaran Dinas ;

i. menyeienggarakan kocrdinasi penyusunan konsep rencana kerja iahunan, rencana
strategis, grand design, sesuai ketentuan yang berlaku ;

j meny,elenggarakan penatausahaan cian ketaialaksanaan kelernbagaan;
k. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan Beraturan perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan, keprotokoian dan hubungan masyarakat;
L menyeienggarakan pcngendalian dan pengaturan kebersihan, kearnanan kantor, dan

fasiiitasi rapat-rapat internal dan eksterna! sefa pelayanan uRnurR;

n'1. menyeienggarakan koairjinasi ejan pembinaan jabaian fungsionai, sesuai ketentuan
yang beriaku ;

n. lt.4enyelenggar"akan pembinaan Can pengkocrdinasian administrasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengkoordinasian penyusunan laporan
peiaksanaan prcgram Can kegiatan, Lapcr-an Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
iLAKiP), LKPJ cian LPPD Dinas:

p. meny"elenggarakan peniiaian prestasi ker.ia bawahan dan pemberian penghargaan
atas prestasi yang dicapai, sesuai ketentuan yang berlaku ;

q. menyeienggarakan tugas lain yang diber"ikan Kepala Dlnas, sesuai tugas dan

"ungsinya;r. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

{4) Untuk melaksanekan tuges, fungsi den uralan tugas sebegaimena dimaksud pada ayat
t1i, e) dan (3) Sekretaris, dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Program ;

Pasal 4
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Pasal 4

{ii Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub
Bagian Umum ;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengoiahan data/bahan dalam bidang urusan umum;

c. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian
umum ,

d. melaksanakan peri;musan bahan penetapan kebijakan operasional bidang urusan
umum ;

e. melaksanakan persiapan dan meneliti, menggandakan dan mendistribusikan konsep
surat-surai dan bahan rancangan perundang-undangan ;

f. melaksanakan penataan, pemeiiharaan dan pengendalian surat-surat dan dokumen
penting iainnya ;

g. melaksanakan pengendalian dan pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, dan
pengelolaan perpustakaan ;

h. melaksanakan pengendaiian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan
masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada dinas;

i. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan asset, perlengkapan dan peralatan,
barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;

j. meiaksanakan pengeioiaan, peRaiaan, cjan pemeliharaan asset, perlengkapan,
peralatan dan rumah tangga Dinas;

k. melaksanakan pengkajian Can menganalisa beban kerja Penyusunan Daftar Urut
Kepangkatan (DU K) Pegawai;

L melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan
pangkat dan promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun,
urusan Karpeg, KarislKarsu dan kesejahteraan pegawai lainnya;

m. meiaksanakan pembinaan ienaga fungsional pekei'ja sosiai dan penyuiuh scsiai;

n. nnelaksanakan penyiapan konsep Surat teguran kepada pegawai yang tidak disiplin;

o. melaksanakan persiapan usulan pegawai dalam mengikuti Diklat teknis dan
fungsional;

p. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam
buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;

q. meiaksanakan tugas iain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan penyusunan laporan dan pei'tanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

{2} Kepaia Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub
Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan
keuangan;

c. melaksanakan
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c. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian
Keuangan;

d. melaksanakan penyusunan i^encana anggaran Dinas, sesuai ketentuan peraturan
pei'unciang-u nciangan ;

e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. melaksanakan penelltian kelengkasan dskumen peneairan anggaran dan ketersediaan
dana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. meiaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran di lingkungan Dinas;

h. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Dinas;

i. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan penghitungan anggaran Dinas;
j melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Dinas;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Dinas;

1. meiai<sanakan penyusunan laporan peiaksanaan anggaran cjan perhitungan anggaran
Dinas;

m. melaksanakan pengurusan, ksordinasi dan fasilitasi penetapan anggaran Keuangan
pada Dinas;

n. melaksanakan urusan penanganan perbendaharaan dan ganti rugi;

o. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan unii kerja di iingkungan Dinas;

p. melaksanakan pembayaran gaji pegawai pada iingkup Dinas, sesuai ketentuan
peraiuran perunclang-unciangan ;

q. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bar.vahan dengan membuat catatan dalanr
buku penilaian sebagai bahan per-timbangan dalam pembuatan DP-3 bav,rahan;

t'. melaksanakan pengurusan keuangan ner^jalanan dinas pada Dinas, sesuai keientuan
. peraturan perundang-undangan ;

s. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan administrasi dokumen
keuangan;

t. melaksanakan tugas iain yang ciiberikan Sekreiaris, sesuai bidang tugasnya;

u. melaksanakan penyusunan laporan dan pe*anggungjawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar" yang ditetapkan.

(3) Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepacia Fegawai paeia lingkup Sub
Bagian Program;

b. me[aksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan
program;

c. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada Sub Bagian
Program;

d. melaksanakan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pendataan, analisis data,
nenvaiian clata, penyiapan bahan dan pengennbangan sistem informasi potensi surnber
kesejahteraan sosial, pernberdayaan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan
jaminan sosial,

e. rnelaksanakan
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e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan,
Rencana stiategis, Grand design Dinas, kebijakan operasional Dinas;

f. melaksanakan koordinasi oenyiapan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggai'an
Prioriias cjan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran;

g melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi potensi sumber
kesejahteraan sosial, pernberdayaan scsial, pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan
jaminan sosial;

h. melasanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian, revisi kegiatan dan sasaran
prograrn Dinas;

i. melaksanakan persiapan pelaksanaan rnonitcring, evaluasi dan pengkoordinasian
penjrusunan laporan pelaksanaan pi"ogi-am dan kegiaian, Laporari Akuniabiiitas
Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP), bahan LKPJ dan LPPD Dinas;

j melaksanakan pelapcran pelaksanaan program biciang sosiai skala provinsi, sesuai
l-^+^^+..^^ ^^-^{. ,^J^^^ ,,^l^*^^^.r\uLvl il.ucil r vEl sil,ul cil r vYl ul lu€lr rv-ur rucil 19clr r,

k. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dan pemberian pengharagaan
clennan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam
pennbuatan DP-3 bawahan;

l. melaksanakan pcnyusunan statistik penyeienggaraan kegiatan pefencanaan pada
Dinas;

m. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan mcnitoring dan evaluasi pada
['linnc'

n. meiaksanakan penyimpanan, pemeiiharaan dan keamanan cjokumen pada Sub
Bagian Prograrn;

o. meiaksanakan tugas iain iiang Ciberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnira;
p. meiaksanakan penyusunan !apor^an dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 5

(l) Biciang Potensi Surnber Kesejahteraan Sosia! mempunyai iugas mernbantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepahlawanan,
Keperintisan, Penyu!uhan Sosial dan Kelembagaan Sqsial Masyarakat.

(2) Bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, blmbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegar^rai

pada lingkup bidang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ;

b. penyelenggaraan penyusunan standar teknis dalam penyelenggaraan norma,
pedoman, kriteria cjan prosedur dafam penggalian, pengembangan dan
pemberdayaan dibidang kepahiawanan, keperiniisan, penyuluhan sosiai dan
pemberdayaan kelembagaan sosia! masyarakat;

c. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan penggalian nilai-nilai
kepahiawanan dan keperintisan, pengembangan dan pendayagunaan penyuluhan
sosial serta pemberdayaan keiembagaan sosial masyarakat,

d. penyelenggaraan
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.l nenvaiAn.rgaraan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam
penyeienggaraan kepahlawanan dan kepei'intisan, pen'y'uiuhan sosial dan
<eiembagaan sosial masyarakat;

e. penyeienggaraan peiaksanaan iugas iainnya yang ciiberikan oieh Kepala Dinas,
sesuai bidang tugas dan fungsinya;

t. penyelenggaraan pemberian masukan lrang perfu dalann penyelenggaraan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugasdan fungsinya ;

g. penyelenggaraan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaia
Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

(3i Kepaia Bidang Pctei-isi Sumber Kesejahieraan Scsia!, mempu*yai ui'aian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan penegakkan
disiplin pegawai pada bidang potensi sumber kesejahteraan Sosial ;

r^ *^^"^r^^ggarakan, mempersiapkan bahan peruinusan pembinaan kepahlawananu. il rEilygrEr r

dan keperiniisan, peiaksanaan penyuiuhan sosiai eian pemherdayaan keiembagaan
sosial masyarakat;

R monrrelcnggarakan dan penyusunan standar teknis, noi'ma, kriteria dan pedoman
dalam pernninaan kepahlawanan, keperintlsan penyuluhan sosial dan pemberdayaan
t.^t^*t-^^^^^ ^^-i^r *^-,,^rat,n+.RgrEr I lrJclYcrdr r Dworcil I r rcrcrycil clr\qt,

d. rnenyeienggarakarr, perumusan k;-iteria dan prasedur kebijakan teknis bidang
kepahiawanan keperiniisan. iancia jasa keluarga oahlawan dan priniis, jancia perintis
dan keluarga, pemeliharaan taman makam pahlar-t'-'an ,

e. rnenye!enggarakan penggalian, pengembangan, pendayagunaan potensi dan
sumber i.lesejahiei'aan sosial ;

'f . menyelenggaiakan identifikasi sasaran penanEEulangan masalah sosial skala
provinsi;

g. menyelenggarakan persiapan per^i;rgatan Har-i Pahlawan tingkat Provinsi;
L -^-"^'^^ggarakan kocrdinasi pembinaan pembei-dayaan dan poiensi sumberil. illerryersll

kesejahteraan sosia!, pekerya sosiai, masyarakat, karang taruna, organlsasi sosiai,
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, kerjasama kelembagaan dan
dunia usaha, tenaga kesejahteraan sasial;

i. menyelenggarakan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial rnasyarakat
Calam menangani masalah kesejahteraan sosiai;

j menyelenggarakan pemprosesan izin operasicnal organisasi sosial yang bergerak
dibidang kesejahtei'an sosial, sesuai ketentuan pei^aturan perundang-undangan;

r' q^^"^'^^ggarakan tugas lain yanE diberikan Kepaia Dinas, sesuai tugas dann. il rcr ryttlgr I

Iungsrnya ,

l. menyelenggarakan penyusunan iaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai stanciar yang ditetapkan ;

(4) Untuk
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{4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2) dan ayai iSi, Kepaia Bidang Pstensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dlbantu
oieh :

a. Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan;
h Qalzoi Danrrr rlr rhan Qnaial'v. vvr\or r vr lJ vrvr rqr r vvgrqr,

c. Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Pasal 6

t1i Kepala Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan, mempunyai tugas .

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seks! kepahiawanan dan keperiniisan ;

b. melaksanakan DengumDulan, nengolahan dan menyajikan bahanldata untuk
penyempurnaan cjan penyusunan siancjar peiayanan minimai peiaksanaan
kewenangan daerah KabupateniKota dalam pembinaan pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan keperintisan;

c. melaksanakan penyiapan bahan peruffiusan kebijakan teknis dibidang pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan da* prsgrarTr kegiatan dibidang
kepahiawanan dan keperintisan;

e. meiaiisanakan siriki'onisasi Can harmcnisasi pelaksanaan pedcman dan siandai'isasi
bidang kepahlawanan dan keperintisan;

f. melaksanakan pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasiiitasi
bidang kepahlawanan dan keperintisan skala provinsi;

g melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pembinaan kesejahteraan
keluarga para pahlawan dan perintis kemerdekaan, sesuai standar yang ditetapkan;

h. meiaksanakan kebijakan ieknis dibidang pelesiarian nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kejuangan;

i. r'nelaksanakan pemberian rekomendasi atas usul pengangkatan gelar pahlawan
nasional, pei'intis kemerdekaan;

i s^!^!-^^*akan pemeliharaan makam pahlawan nasional dan taman makamJ. il rurdnDdil
pahiawan, sesuai ketentuan peraiuran perunciang-unciangan;

k. melaksanakan pemeliharaan dari membangun simbol-simbol Kepahlawanan;

L melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan ,jan pengendalian, penerapan
standar pembinaan pelestarian niiai-nilai kepahlawanan dan keperintisan di daerah
KabupateniKota;

rn. melaksanakan pembinaan teihadap organisasi kejuangan dan keperintisan;

n. melaksanakan pembinaan terhadap pendirian tugu kepahlawanan ;

o. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang
tugasnya;

p. melaksanakan penyusunan iapoi=an dan pertanggungjawaban atas peiaksanaan
trrnaqnva kepada Kepaia Bidang, sesuat stanciar Yang ditetapkan;

q. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai
bidang tugasnya.

{2i Kepala
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{2) Kepala Seksi Penyuluhan Sosial, mernpunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Penyuluhan Sosiai ;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk
penyempurnaan dan penyusuna* standar pelayanan minimal pelai<sanaan
kewenangan daerah KabupatenlKota daiam penyelengga!'aan penyuluhan sosial;

c. meiaksanakan persiapan penyusunan kebijai<an norma-norma dan kriieria bidang
penyuluhan sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasionai;

d. rnelaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi, kerjasarna penyuluhan bidang
sosial skala provinsi dan antar KabupatenlKota;

e. melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan
sertifikasi tenaga penyuluh sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. rnelaksanakan pernberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyuluhan sosial
skaia provinsi;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan penyuluhan sosial
skala provinsi;

h. melaksanakan pengawasan penyuluhan sosial dan kebijakan skala provinsi;

i. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penyuiuhan sosial prcvinsi;

j melaksanakan pembinaan tenaga penyuluhan sosial;

k. melaksanakan fasiiiatsi penyelenggarakan Penyuluhan Sosiai ;

i. meiaksanakan pemberian masukan yang perlu kepacia Kepaia Bidang, sesuai
bidang tugasnya,

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan K-epala Bidang, sesuai bidang tugasnya ;

R. melaksanakan peiaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Bidang, , sesuai standar yang ditetapkan;

i3) Kepata Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Seksi
Kelembagaan Sosial Masyarakat ;

b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/daia unii-ik
penyempurnaan dan penyusunan standar peiayanan minimai peiaksanaan
kewenangan daerah Kabupaten lKota dalam pembinaan dan pemberdayaan karang
taruna, oroanisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat,
kerjasama kelembagaan dan elunia usaha, ienaga kesejahteraan sosial.

c. melaksanakan kebijakan teknis dibidang pembinaan karang taruna, organisasi sosial,
wahana kesejahteraan sosial berbasls masyarakat, kerjasama kelembagaan dan
dunia usaha, tenaga kesejahteraan sosiel.

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program keglatan di bidang
kelembagaan sosial masyarakat;

e. melaksanakan dan menjalin hubungan antar Keiembagaan Sosial masyarakai;

f . meiaksanakan kerjasama keiembagaan sosial masyarakai;

g melaksanakan penyusunan kebijakan kelembagaan sosial masyarakat;

h. melaksanakan
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h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kerjasaff'la sosial masyarakat;

i. rnelaksanakan pengawasan kerjasama sosial nnasyarakat dan kebijakan skala
provinsi;

j melaksanakan pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan
penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri
Sosia!, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k, melaksanakan pemberian Benghargaan dibidang sosial skala provinsi;

l. melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi;

m. melaksanakan masukan yang perlu kepada kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, bidang tugasnya ;

o. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 7

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesetiakawanan, pemberdayaan,
fakir miskin ejan rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai
pada lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;

b. penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kesejahteraan sosial,
pemberdayaan kesetiakawanan, fakir miskin, rehabilitasi sosial daerah kumuh serta
pemberdayaan keiuarga ;

c. penyelenggaraan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pemberdayaan kesetiakawanan, fakir miskin, rehabilitasi sosial daerah kumuh serta
pemberdayaan keluarga, pada KablKota diwilayah Porvinsi Sumatera Utara :

d. penyelenggaraan pembinaan organisasi sosiall lembaga-lernbaga sosial Kab/Kota
dalam kegiatan pemberdayaan kesetiakawanan, pemberdayaan fakir miskin,
rehabilitasi sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga ;

e. penyelenggaraan kegiatan pemberciayaan kesetiakawanan, fakir miskin, rehabilitasi
sosial daerah kumuh serta pemberdayaan keluarga ;

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai standar yang
ditetapkan

g. oenyelenggaraan penyusunan lapoi'an dan oertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan ,

(3) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, i'nernpunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan
disiplin pegawai pada lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial ;

b. menyelenggarakan
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b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang kesetiakawanan, pemberdayaan
fakir miskin serta rehabiliiasi sosial daerah kumuh dan pemberdayaan keluarga;

c. menyelenggarakan penyusunaii standai" teknis, norma, pedoman, kiiteria dan
prosedur kesetiakawanan sosial, pemberdayaan fakir miskin serta rehabiliiasi sosiai
daerah kurnuh dan pemberdayaan keluarga;

d. menyelenggarakan penyusunan reneana dan prsgrailr kegiatan d! bidang
kesetiakawanan, pernberdayaan fakir miskin dan rehabilitasi sosial daerah kurnuh
dan pemberdayaan keluarga;

e. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pernbinaan kesetiakawanan,
pemberdayaan fakir miskin dan rehabiiitasi sosiai daerah kumuh dan pemberciayaan

keluarga;
f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kesetiakawanan, pemberdayaan fakir

miskin dan rehabilitasi sosial daerah kuriruh dan pemberdayaan keluarga:

g menyelengEai^akan peringaian hari kesetiakawanan sosial tinEkat pi'ovinsi;

h. menyelenggarakan identifikasi sasaran pembinaan kesetiakawanan, pemberdayaan
fakir miskin dan rehabilitasi sosial ciaerah kumuh dan pemberdayaan keluarga;

i. i'r:enyelenggarakan iugas lain yang diberikan oleh Kepaia Dinas, sesuai bidang
tugas dan fungsinya ;

j menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai
bidang tugas dan fungsinya ;

k. menyelenggarakan penyusunan iaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada Kepaia Dinas, sesuai siandar yang diteiapkan ;

{4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebaga!rnana dimaksud pada ayat

i1), (2) dan ayat {3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dibantu oleh :

a. Seksi Kesetiakawanan ;

b. Seksi Pembercjayaan Fakir Miskin ;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh cjan Pemberdayaan Keiuarga.

Pasal 8

i1i Kepala Seksi Kesetikawanan, mempunyai uraian tugas .

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi kesetiakawanan ;

b. melaksanakan dan pengumpulan datalbahan untuk men-vempurnakan penyusunan
standar peiaksanaan peiayanan minimai kewenangan ciaerah KabupatenlKoia cian

standar teknis pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pemeliharaan nilai-nilai
pelestaria n kesetiakawanan ;

c. melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian bahan untuk penyusunan
rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan nilai-nilai
kesetiakawanan;

d. meiaksanakan sosiaiisasi, evaluasi, pembinaan, pemeiiharaan dan peiesiarian
kesetiakawanan;

e. melaksanakan
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e. melaksanakan koordinasi peringatan hari kesetiakawanan sosial tingkat provinsi;

f. melaksanakan pengawasair pembinaan pemeliharaan dan peiestarian nilai-nilai
kesetiakawanan sosial skala provinsi;

g. melaksanakan koordinas! pemerintahan di bidang pembinaan pemeliharaan dan
pelestarian niiai-nilai keseiiaka\ranan sosial skala pravirisi;

h. meiaksanakan kebijakan pernbinaan, pemelihai'aan dan pelestai'ian nilai-niiai
kesetiakawanan sosial ;

i. rnelaksanakan bimbingan teknis terhadap organisasi dan lembaga-lembaga sosial
dalam bidang kesetiakawanan Sosial ;

j melaksanakan pelayanan nyata untuk mewjudkan kesetiakawanan;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan
kesetiakawanan;

l. melaksanakan kooi'cjinasi dengan unit kerja terkaii, sesuai bidang iugasnya;
m. meiaksanakan pemberian masukan yang perlu kepade K.epala Bidang, sesuai bidang

tugasnya;
n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biciang, sesuai bidang

tugasnya;
o. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugasnya, sesuai standar irang ditetapkan.

t2) Kepala Seksi Pemberda.vaan Fakir Miskin, memBunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi PemberCayaan fakir miskin ;

b. melaksanakan pengumpulan daiaJbahan fakir miskin pada KabupatenlKota di
Sumatera Utai'a;

c. melaksanakan nenvrrs,unen perencanaan dan prggram kegiatan pemberdayaan fakir
miskin;

d. meiaksanakan persiapan Benyusunan siandar, norma, dan kriteria -kriteria daiam
bidang pemberdayaan fakir miskin ;

e. melaksanakan penyusunan kebijakan pemberdayaan fakir miskin skala provinsi;

'f . meiaksanakan identifikasi sasaran pemberdayaan fakir miskin;

g. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
narnharr{a v aan fakir mickin'vv, ss,

h. melaksanakan fasiiitasi penyeciiaan sarana dan prasaraRa pemberdayaarr fakir
miskin;

i. nnelaksanakan kerjasama pemberdayaan fakir miskin skala provinsi;

j melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi dan fasilitasi pemberciayaan lakir
*l^t-t^ ^t,^t^ ^-^,,:*^;.il ilsnll I Dndrcr Pr Lrvll lul,

k. melaksanakan pengawasan atas pemberdayaan fakir miskin skala provinsi;

l. melaksanakan seleksi dan asesmeni terhadap data fakir miskin yang diperoleh dari
ll 

-L- -- ^L^^ llt ^L^ .r\aruupatgr r/l\.uiil ,

m. melaksanakan penyiepan bahan pembinaan pei'nberdai/"aan fakir miskln;

n. melaksanakan
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n' melaksanakan pembinaan dan bimblngan terhadap panti sosial swasta dan
iembaga-iembaga scsiai yang #':enanEani fakir misl<in di Kabupaten/Kota se
sumatera utara, sesuai ketentuan peraturin perundang-undangan;

o. meiaksanakan monitoring cian evaiuasi terhaciap peiaksanaan kegiaian
pemberdayaan fakir miskin;

p. meiaksanakan koodinasi dan kel.lasama dengan unit kerla yang terkait, sesuai
dengan tugasnya ;

q. meiaksanakan pemberian masukan
bidang tugasnya;

yang perlu kepada Kepala Bidang, sesuai

r. rnenyelenggarakan iugas lain y,sng diber.ikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang
tugasnya;

s. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Rehabiiiiasi Sosiai Daerah Kumuh dan Pemberciayaan Keiuarga,
mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimi:ingarr dan arahan kegada pegawai pada iingkup
Seksi Rehabiiiiasi Sosaii Daerah Kumuh dan Pemberdayaan Keiuarga ;

b. melaksanakan pengumpulan datalbahan kebutuhan rehabilitasi Sosal. daerah
kumuh dan pernberdayaan Keluarga pada KabupatenJKata di Sumatera Utara;

c. meiaksanakan penyusunan perencanaan dan progra$ kegiatan rehabiiitasi scsial
daerah kumuh dan pemberdayaan keluarga;

cj. melaksanakan persiapan penyusunan Standar, norma dan kriieria daiam bidang
rehabilitasi sosial daerah kurnuh dan pernberdayaan keluarga ;

e. meiaksanakan penyusunan kebijakan rehabiiitasi sosiai daerah kumuh dan
pemberdayaan keluarga skala provinsi;

f. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan i^ehabilitasi sosial daerah
kumuh dan pemberdayaan keiuarga;

g. melaksanakan identifikasi sasaran rehabiliiasi sosial daerah kumuh dan
pemberdayaan keluarga;

h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasai"ana rehabilitasi sosial daei"ah kumuh
cian pemberciayaan keluarga;

i. melaksanakan keqasama rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pemberdayaan
keluarga;

j meiaksanakan koerdinasi pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial daerah kurnuh
dan pemberdavaan keluarga skala provinsi;

k. melaksanakan pemberian bimbingan, supei-visi dan fasiliiasi rehabilitasi sosial
daerah kumuh dan pemberdayaan keluarga skaia provinsi;

L meiaksanakan pengawasan atas rehabiiiiasi sosiai ciaerah kumuh dan pemberciyaan
keluarga;

rn. melaksanakan seieksi dan penyiapan bahan pernbinaan rehabilitasi sasial daerah
kumuh dan pemberdayaan keluarga;

n. melaksanakan
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n. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan sosial serta birnbingan tehnis
terhadap keluarga daerah kumuh.

o. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi- organisasi dan
iembaga-iembaga sosial swasta yang menangani bidang pemberdayaan sosiai
daerah kumuh dan pemberdayaan keluarga di Kabupatenikota wilayah Provinsi
Sumatera Utara,

p. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan daerah kumuh dan keluarga;

q. rnelaksanakan koodinasi dengan unit kerja yang terkait, sesual bidang tugasnya;
r. melaksanakan pemberian masukan 5,asg perlu kepada Kepala Bidang, sesuai

bidang tugasnya;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai bidang

tugasnya;
i. melaksanakan persiapan penyusunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ciiietapkan;

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

i1) Bidang Peiayanan dan Rehabilitasi Sosiai mempunyai tugas membantu Kepaia Dinas
daiam menyeienggarakan urusan pemerintahan di biclang Peiayanan Rehabiiitasi Anak
dan Lanjut Usia, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Pelayanan
Rehabilitasi Tuna Sosial.

{2i Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disipiin
pegawai pada iingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

b. penyelenggaraan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan
rehabilitasi sosiai anak dan lanjut usia, pelayanan rehabiiitasi sosial penyandang
cacat, pelayanan rehabilitasi iuna sosial dan eks. korban penyalahgunaan i.iAPZA,
kepada KabuBatenlKota di wilayah Provinsi Sumatera Utara,

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,
pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna sosia!
dan eks korban penyalahgunaan NAPZA;

d. penyeienggaraan bimbingan teknis cjan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak
dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan
rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan NAPZA;

e. penyelenggaraan pembinaan panti sosial swasta yang ada di Kab/Kota dengan aats
kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan
rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan eks
kcrban penyalahgunaan NAPZA ;

f. penyelenggaraan
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f' penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan
fungsinya;

g' penyelenggai'aan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan
iugas dan fungsinya sesuai stanciar yang ditetapXan;

{3} Kepaia Bidang Pelayanan dan Rehabiliiasi Sosiai, mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan
disiplin pegawa! pada bidang perayanan dan rehabilitasi sosial ;

b. rnenyelenggarakan persiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan rehabilitasi
a;rak dan lanjui usia, pelayanan dan iehabiiiiasi sosial fienyandang cacat dan
pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan NApZA:

c' menyelenggarakan penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan
pi^osedur pelayanan i^ehabilitasi anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial
penyandang caca"r dan peiayanan rehabiiiiasi tuna sosiai dan eks korban
Penyalahgunaan NAPZA pada KabupatenlKota di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;

d. nnen;'elenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitas! anak dan lanjut usia, pelayanan
rehabilltasi sosial penyandang cacat dan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan eks
korban penyalahgunaan NApZA;

e. menyelenggarakan pemberian izin pengangkatan anak antar WNl, sesuai ketentuan
peraturan perunclang-undangan ;

f- menyelenggai'akan pengembangan jaminan sosia! bagi penyandang caeat fisik dan
mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari malyarakat rentan
tidak mampu skala provinsi;

E- menyelenggarakan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap oelayanan rehabilitasi
anak cian lanjut usia, peiayanan dan rehabiiitasi sosiai penyandang cacat, peiayanan
rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan NApZA;

h. nn€nyg!snggarakan laporan pertanggungjawaban aias pelaksanaan kegiatan
pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang
cacat, pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan eks korban penyalahgunaan NAPZA,
sesuai standar yang telah ditetapkan;

i. menyelenggarakan koorcjinasi dengan Kabupaten/Koia dan UPTD Dinas
Kesejahteraan dan Sosiai dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi anak dan
lanjut usia, pelayanan rehabilitasi penyandang cacat dan pelayanan rehabilitasi tuna
sosial dan eks korban penyalahgunaan NApZA;

j menyelenggarakan pernbinaan dan birnbingan terhadap panti sosial swasta di
KablKota dalanr pelayanan rehabilitasi anak eian ianjut usia, peiayanan rehabilitasi
sosial penyandang cacat dan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan eks korban
penyalahgunaan NAPZA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menyelenggarakan telaahan staf untuk masukan kepada Kepala Dinas, sesuai
clengan tugas dan fungsinya ;

l. menyelengarakan penyusunan laporan dan peratnggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

(4) Untuk
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{4} Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud
{1i, {2) dan a}at (3i, Kepala BiCang Pelayanan din Rehabititasi Sosial, dibantu

Seksi Pelayanan RehabilitaslA,nak dan Lanjut Usia;
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Fenyandang Cacat;
Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial.

pada ayat
oleh :

b.

c.

Pasal 10

i1) K-epala Seksi Felayanan Rehabilitas! SesialAnak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :

a' melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
seksi Pelayanan Rehabilitasi sosiar,Anak dan lanjut usia ;

b. meiaksanakan dan pengumpuian ciataibahan dibiciang anak balita, anak terlantar.
anak nakai dan lanjut usia di KabupatenjKota;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan rehabllitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak
nakai dan perlinCungan sosiai anak serta pelayanan sosial lanjut usia;

d. meiaksanakan pembinaan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar,
anak nakai dan perlinciungan sosiai anak sefia peiayanan rehabilitasi sosiai ianjut
usia, sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan;

e. rnelaksanakan per^siapan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan rehabilitasi
anak dan lanjut usia;

f. melaksanakan penyusunan perencanaan dan
rehabilitasi anak aan lanjut usia;

program kegiatan pelayanan

g. nnelaksanakan kel.jasarna bidang pelayanan rehabiiitasi anak dan lanjut usia skala
provinsi;

h. 'melaksanakan koordinasi pemerintahan bidang pelayanan rehabilitasi anak dan
lanjut usia skaia provinsi;

i. melaksanakan sinkronisasi dan harmcnisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
peiayanan rehabiiitasi sosial anak dan ianjui usia;

j. melaksanakan pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi
pelayanan rehab!litasi anak dan lanjut usia skala pr-ovinsi;

k. melaksanakan pemberian izin Bengangkatan anak antar WNl, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan 

;

L melaksanakan penyediaan sai'ana dan prasarana pelayanan sosial anak dan lanjut
usia skala pro'.rinsi;

m. melaksanakan pembinaan anak balita, anak ierlaniar, anak nakal cJan ianjut usia,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan bimbingan teknis anak balita, anak terlantar, anak nakal dan ianjut
usia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak pada panti maupun di luar
panti sosial, sesuai ketentuan peraturan peruncjang-undangan;

p. melaksanakan mcnitoring dan evaluasi paCa pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut..^:--u5rir,

q. melaksanakan pengawasan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia skala
orovinsi ;

r. melaksanakan
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r' melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
s' rnelaksanakan pengangkatan anak, sesuai ketentuan peraturan perunciang-

undangan ;

t' melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan tugasnya ;

Ll. Melaksanakan persiapan penyusunan iaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan iugasnya, sesuai siandar yang diietapkan

{2) Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, mempunyai tugas :

a' melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepacia pegawai pada lingkup
seksi Pelayanan Rehabiiitesi sosiai penysn6*ng cacat ;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan datalbahan penyandang cacat di
Kabupaten/Kota wilayah pi-ovinsi Sumatei.a Uiara ;

c. melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan bidang pelayanan rehabilitasi
Sosiai penyanciang cacat;

d. melaksanakan pen!/usunan perencanaan dan program kegiatan pelayanan
rehabilitasi peny,andang cacat;

e. meiaksanakan kerjasama bidang peiayanan rehabilitasi penyandang eacat skaia
provinsi;

f. melaksanakan koordinasi pemerintahan di bidang pelayanan rehabilitasi penyandang
cacat skala pror;insi;

g' meiaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peiaksanaan pedoman cian sianciarisasi
oelayanan rehabiiitasi penyandang cacat;

h. melaksanakan pemberian bimbingan, mcnitcring, supefvisi, kcnsultas! dan fasilitasi
pelayanan rehabilitasi penyandang cacat skala provinsi;

i. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi penyandang
cacat,

i Melaksanakan pengawasan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat dan kebijakan
skala provinsi;

k. Melaksanakan seleksi dan assesment terhadap penSrandang cacat, sesuai ketentuan
peratui'an perunciang-undangan 

;

l. ldelaksanakan pen-viapan penyusunan standar, norma dan kritei'ia pembinaan
rehabiiiiasi penyandang cacat;

m. Melaksanakan pembinaan dan bimbinEan terhadap panti sosial swasta penyandang
cacat di KabupatenlKeta wilay3S Fi^ovinsi Surnatei^a Utara;

n. Melaksanakan msniioring dan evalnasi terhadaB Belaksanaan kegiatan rehabilitasi
sosial penyandang cacat;

o. Melaksanakan koodlnasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan tugasnya ;

p. Meiaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan
tugasnya ;

q. Melaksanakan tugas iain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya ;

r. Melaksanakan Bersiapan Benyusunan iaporan dan pedanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, se-suai standar yang cjitetapkan.

t3) Kepala seksi Pelayanan Rehabilitasi runa sosial, mempunyai tugas :

a. melaksanakan Bembinaan, bimbingan cian arehan keBada pegawai Bada iingfup
Seksi Pelai,'anan Rehabilitasi Tuna Sosiai ;

b. melaksanakan
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b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan bidang gelandangan
Can pengemis, tuna susiia, bekas warga binaan pemasyarakatar^,, oi.ang cengan
HlVlAlDS, eks korban penyaiahgunaan NAPZA. pada K,abupateniKota di wilalah
Provinsi Sumatera Utara ;

c. melaksanakan seleksi dan penyiapan bahan pembinaan rehabilitasi sosial terhadap
gelandangan Can pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan,
orang dengan HlvlAlDS, eks korban penyalahgunaan ivApzn;

cj' meiaksanakan persiapan penyusunan siancjar. norma dan kriieria dibidang
pelayanan rehabilitasi tuna sosiai skala pravinsi;

e. melaksanakan penyusuna* perencanaan dan pfogi'am kegiatan pelayanan
rehabilitasi tuna sosial;

f. melaksanakan kerjasama bidang pelayanan rehabilitasi tuna sosial skala provinsi,
g melaksanakan koordinasi perner^intahan dibidang pelayanan rehabilitasi iuna sosial

skala provinsi;

h' melaksanakan sinkronisasi cjan harmonisasi peiaksanaan pedoman dan stanejarisasi
pelayanan rehabilitasi tuna sosial;

i. melaksanakan pemberian bimbingan, monitcring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi
pelayanan rehabilitasi tuna scsial skala pi"ovinsi;

j melaksanakan pengawasan pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan kebijakan skala
provinsi;

k. melaksanakan penirediaan sarana dan prasarana pelairanan r^ehabilitasi tuna scsiai
skaia provinsi;

l. melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan tehnis
terhadap geiandangan cjan pengemis, tuna susila, bekas warga binaan
pemasyarakatan, orang dengan HlVlAlDS, eks korban penyalahgunaan NAPZA;

m' melaksanakan pembinaan dan bimbingan ierhaciap Panti Sosiai Swasta dan UpTD
penyandang cacat di KablKota wilayah propinsi sumatera utara;

n. melaksanakan rnanitoring dan evaiuasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabiiitasi
sosial penyandang cacat;

o. melaksanakan koodinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan tugasnya ;

p nrelaksanakan pemberian rnasukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan iugasnya;
q. meiaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan iugasriya, sesuai staneiar yang eiitetapkan.

Bagian Keenam
Bidang Bant_uan dan Jaminan Sesial

Pasal 11

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunlrai tugas membantu Kepala Dinas ejalam
menyelenggai"akan uiusan pemei'intahan di bidang Pembinaai: Sumbangan Sosial,
Fasilitiasi Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Pekerja Migran.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan
disiplin pegawai paCa lingkup biCang bantuan dar.'ljaminan sosial;

b. penyelenggai'aan

o\
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penyelenggaran penyusunan standar kebijakan serta rencana pembangunan
tahunan dan jangka menengah dibidang pembinaan sumbangan sosial, faiititasi
korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerja migran;
penyeienggaraan pengkoorciinasian cian pengendaiian peningkatan peiaksanaan
pembinaan sumbangan sosial, bantuan korban bencana serta korban tindak
kekerasan pekerja migran;

d. penyelenggaraan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang
sumbangan sosial, bantuan korban bencana serta korban tindak kekerasan pekerji
migran;

A penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial di
bldang sumbangan sosia!, bantuan korban bencana, korban tindak kekerasan
pekerja migran serta akses jaminan sosial dan program keluarga harapan (PKFI);
penyeienggaraan koordinasi dan pengawasan daiam pelaksanaan tugas pembinaan
surnbangan sssial, bantuan korban bencana, korban tindak kekerasan pekerja
migi"an serla akses jaminan sosiai;

g penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
dan fungsinya;

sesuai dengan tugas

h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, sesuai sidndar yang diteiapkan.

(3) Kepaia Bidang Bantuan dan Jaminan Sosiai, fierylpunyai uraian tugas .

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan persiapan penegakkan disiplin
pegav;a! pada lingkup Sidang Santu*n Can Jaminan Soslal ;

b. menyelenggai'akan penyusunan kebijakan, koordinasi pi"ogi'am kerja di bidang
sumbangan sosial, bantuan korban bencana, korban tindak kekerasan pekerja
migran serta akses jaminan sosial;

c. rnenyelenggarakan penyusuRan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan
sumbangan sosial, fasilitasi korban bencana dan korban tindak kekerasan pekeqa
migran skala Provinsi Surnatera Utara, sesirai kebijakan nasionai;

d. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan di bidang sumbangan
sosial, bantuan korban bencana, kaibai,. tinCak kekerasan pekerja migran serta
akses jaminan sosial;

e. menyeienggarakan, mengkooi'ciinasikan cjan mengendaiikan oeningkaian
kesejahteraan dan jaminan sosial di bidang sumbangan sosial, bantuan korban
bencana, korban iindak kekerasan pekerya migi-an serta asuransi kesejahteraan
sosial dan progran keii.rarga harapan;

f. menyeienggarakan penyiapan dan perumusan keoijakan teknis bidang sumbangan
sosial, bantuan korban bencana, korban tinCak kekerasan pekerja migran serta
akses jaminan sosial;

g menyeienggarakan pembinaan dan bimbingan dalam pengelolaan sumbangan
sosial, bantuan korban bencana, korhan tindak kekerasan pekerja migran serta
asuransi kesejahteraan sosial dan orogram keluarga harapan;

h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dan
KabupatenlKota dalam bidang bantuan dan jaminan sosial;

i. rnenyelenggarakan kerjasama bidang bantuan dan jaminan sosial;

j. menyeienggarakan

b.

C.
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j menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan
di daerah Kabupaten/Kota;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan ;

l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sosial sesuai
tugas dan fungsinya ;

m. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagairnana dimaksud pada
ayai {1), ayat (2i dan ayai (3i, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, di baniit
oleh :

a. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosiai,

b. Seksi Fasilitasi Korban Bencana;
c. Seksi Tindak Kekerasan Pekerja Migran.

Pasal 12

(2) Kepala Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi pembinaan sumbangan sosial ;

b. melaksanakan, pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahanldala untuk
penyempurnaan dan penyusunan standar, peiayanan minimal dalam pelaksanaan
kegiatan pemberian rekomendasi izin undian gratis berhadiah pengumpulan
sumbangan sosial, sesuai ketentuan peratui'an perundang-undangan;

c. melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam
pengembangan dan oeningkatan sumbangan sosial,sesuai ketentuan yang

ditetapkan;

d, melaksanakan penyusunaR kebijakan biciang pembinaan sumbangan sosial;

e. meiaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bidang pembinaan

sumbangan sosial;

f . melaksanakan kerjasama bidang pembinaan sumbangan sosial skala provinsi:

g. melaksanakan koordinasi bidang pembinaan sumbangan sosial skala provinsi;

h. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasl pelaksanaan pedoman dan standarisasi
pembinaan sumbangan sosial;

i. melaksanakan pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsuitasi dan fasiiitasi
pembinaan sumbangan sosial skala provinsi;

j meiaksanakan programlkegiatan pembinaan sumbangan sosial skaia provinsi;

k. i'nelaksanakan pengawasan atas pembinaan sumbangan sosial dan kebijakan skala
provinsi;

L melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pemberdayaan dan pengendalian pelaksanaan

keg!atan pemberian izin pengumoulan sumbangan sosial, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

m. melaksanakan
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m. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengurnpulan uang dan atau barang untuk
sumbangan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan izin pengumpulan
uang aiau barang seda Beiaksanaan undian berhaciiah ciitingkat provinsi dan
KabupateniKota,

o. rnelaksanakan sosialisasi dan pelr:binaan kepada instansi penyelenggara undian
berhadiah dan pengumpulan uang atau barang serta akses jaminan sosial;

p. melaksanakan kegiatan pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial dan program
keluarga harapan;

q. rnelaksanakan penrantauan, rnanitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengumpulan uang dan barang bagi kepentingan sosia! dan undian sosia! bei'hadiah
serta asuransi kesejahteraan sosial dan program keluarga harapan;

r. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, susuai dengan tugasnya;
s. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Bidang, sesuai biciang tugasnya
t. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban aias

pelaksanaan tugasnya, sesuai standai- yang ciitetapkan;

i3i Kepala Seksi Fasilitasi Kcrban Bencai.-a, mei'npunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Fasilitasi Korban Bencana ;

b" melaksanakan, pengumpulan dan mengciah bahanldata untuk penyempurnaan dan
penyusunan kebijakan penanganan fbsiliiasi korban bencana;

c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial
sei'ta resosialisasi dan rujukan korban bencana, sesuai ketentuan yang berlaku ;

d. melaksanaan kebijakan teknis di bidang fasiiitas! penanganan korban beneana.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan pe*yusunan perencanaan dan prograi'rr kegiatan bidang fasilitasi
korban bencana;

f. meiaksanakan bimbingan ieknis cji bicjang kesiapsiagaan ciaiam menangani korban
'oencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat;

g. melaksanakan evaluasi pelaksanaa* kebijakan teknis dalarn menangani fasilitasi
korban bencana alam dan bencana sosial;

h. melaksanakan koordinasi upaya penanganan kemungkinan terjadinya bencana
skala provinsi;

i. melaksanakan kcordinasi dan kerjasama penge;-ahan tenaga terlatih dan taruna
siaga bencana iiagana) ke iokasi bencana;

j melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan masyarakat
di bidang penanganan dan penanggulangan korban bencana skala provinsi;

k. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluas! atas pelaksanaan penanganan
cjan fasilitasi penangguiangan korban bencana skala provinsi;

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan
dan penanggulangan korben bencana skaia pro'rlnsi,

m. melaksanakan
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rn. rnelaksanakan pemberian rnasukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
n. melaksanakan tugas iain yang cjiberikan oieh Kepala tsidang, sesuai bidang

tugasnya ;

o. meiaksanakan persiapan penyusunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

{4i Kepala seksi rindak Kekerasan Pekerja ['*igran, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Tindak kekerasan pekerja migi-an ;

b. melaksanakan, oengumpulan dan mengoiah bahan/data untuk penyempui"naan dan
penyusunan kebijakan penanganan iineiak kekerasan pekerja migran;

c. melaksanakan penyiapan perumusan kebrjakan ieknis di bidang identifikasi dan
analisis, bantuan sosial tindak kekerasan, barituan sosial karban pekerja migran,
resosialisasi dan rujukan kcrban tindak kekerasan pekeqa rnigran;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang
penanganan bantuan sosial pada korban tindak kekerasan pekerja migran;

e. nnelaksanakan pengkoordinasian penanganan korban tindak kekerasan pekerja
migi'an teimasuk ciang ieriantai=, sesuai ketentuan peraiu, an pei'ur:Cang-unCangan;

f. rnelaksanakan teknis identifikasi dan analisis bantuan sosial korban tindak
kekerasan, bantuan sosial korban pekerja migran, resosiaiisasi dan rujukan koi'han
tindak kekerasan pekerja migran;
melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penanganan korban iindak
kekerasan pekerja migran;

melaksanakan sssialisasi dan pennbinaan kepada korban tindak kekerasan peker^ja
migran;

i. melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan rehabilitasi sosial dan
resosialisasi korban tindak kekerasan pekerja n:igran, sesuai standar yang
ditetapkan,

j inelaksanakan penanganan pengenrbalian koi'ban tindak kekei'asan pekei"ja migi"an
dari provinsi ke daerah asal bersama instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan

I

perundang-unCangan;

melaksanakan pengawasan penanEanan korban tindak kekei'asan pekerja migran
cian kebijakan skaia provinsi;

melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana bantuan sosial korban tindak
kekerasan pekerja rnigran;

m. melak-sanakan manitoring dan evaluasi Beiaksanaan kebijakan teknis di bldang
identifikasi dan analisis bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial
korban pekerja mlgran, resosialisasi dan rujukan korbar: tir:dak kekerasan pekerja
migran;

n. melaksanakan pemberian masukan kepaCa Kepala Bidang, sesuai bieiang tugasny-a;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan

tugasnya ;

p melaksanakan penyiapan peny-usunan lapoi'an dan pei"tanggungjawaban atas
pelaksanaan iugasnya, sesuai stancjar yang eiiteiapkan.

Bagian

g.

h

t-n.
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Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasa! 1-?

(1) Pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk
Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis'beban kerja,
5rang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan per"undang-
undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kesejahteraan Can Sosial Pror,,insi Sumatera Utara sesuai dengun
keahlian masing-masing;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
masing dipimpin oieh seorang tenaga fungsional senioi', sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan 

;

(4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban
kerja;

i5i Fembinaan terhadap xelompok jabatan fungsionai dilakukan sesuai dengan pei'aiuran
perundang-undangan.

BAB iii
TATA IIE=I IAlFiFi l'.Ll-rrr.-

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
UPTD, Kepaia Seksi dan Kepala Sub Sagian i.;ajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit
oi^ganisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.

(2) Kepaia Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
bawahannya masing-masing.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu
hal, Sekretaris meiaksanakan iugas-tugas K-epala Dinas, sesuai dengan ketentuan
pei'aturan perundang-i;ndangan.

{4} Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal,
Kepala Dinas menguhunjuk pejabat yang tetah memeni;hi persyaratan untuk
melaksakan tugas Sekretaris.

(5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya
karena sesuatu hal, Kepala Dinas menguhunjuk pejabai yang telah memenuhi
persyaratan untuk meiaksanakan tugas Kepaia Bidang dan atau Kepala UPTD,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan
melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan
mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat
bertanggungjawab, sesuai ketentuan pei aturan perundang-undangan.

{t

Pasal 15



Pasal 15

uniuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka .

a- Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi
Asisten Sekretaris yang membidangi dan Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan
naskah dinas yang berlaku;

b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas, harus melatui paraf koordinasi
Kepala sub Bagian/Kepaia seksi, Kepaia Bidang dan sekretaris;

c' Surat Dinas yang akan ditandaiangani Kepala UPTD, harus melatui paraf koordinasi
Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Eta-at 4e

{1) Apabila dinyatakan perlu, Peraturan Gubernur ini akan dievaluasi untuk dilakukan
penyempurnaanlperubahan gLrna menampung urusan-urusan yang belum
diiaksanakan dan atau tertangani.

{2i Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 061.297.K Tahun 2AA2 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Sasial serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial
Provinsi Sumatei'a Utai'a dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
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Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah provinsi sumatera 0tara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Maret 2O1O

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN 2O1O NOMOR I?
I

Diundangkan di Medan
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